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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
~FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. Raya Palembang — Prabumulih, KM .32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 Kode Pos 30662

Palembang, 12 Februari 2019

Nomor : 070/UN9.1.8.1/PP/2019 Kepada Yih.
Sifat i Kepala Dinas Pendidikan
Lampiran T - Provinsi Sumatera Selatan
Perihal : Izin Pengambilan Data di

Palembang

Sehubungan dengan tugas pengambilan Data awal / penyusunan Proposal Penelitian / Skripsi
Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNSRI Kampus Palembang, dengan ini
diberitahukan kepada saudara bahwa Mahasiswa:

No. Nama NIM Tempat Prakiek Judul Skripsi
t. | Muhammad Faqih 07011381520078 | Dinas Pendidikan Implementasi Kebijakan
Fathurahman Provinsi Sumatera | Pengalihan Pengelolaan
Selatan SMA/SMK Ke Pemerintah
rovinsi Sumatera Selatan

Untuk melakukan pengambilan data secara langsung.
Lama Pengambilan Data: 12 Februari 2019 sd. 12 Mei 2019

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak tidak berkeberatan untuk memberikan izin kepada
mahasiswa yang bersangkutan, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan
lainnya dari instansi yang berada dalam wilayah kerja Bapak. Untuk kemudian digunakan dalam
penyusunan Proposal Penelitian Skripsi.

Semua bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata untuk perkembangan ilmu
pengetahuan dan tidak akan dipublikasikan kepada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

- Alfitri, ML.Si
96601221990031004
Tembusan :

Dekan FISIP UNSRI (sebagai laporan)

Kepala Bagian Tata Usaha FISIP UNSRI

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negarai FISIP UNSRI

Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pengajaran FISIP UNSRI

Arsip :

ol L



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS MU SOSIAL DPAN ILMU POLITIK
JL. Raya Palembang — Prabumulih, KM .32 Inderalaya Kabupaten Ogan Hir 30662

Telepon (0711) 580572 Kode Pos 30662

Palembang, 20 Maret 2019

Nomor : 144/UNS.1.8.1/PP/2019 Kepada Yth.
Sifat - Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Lampiran 1- dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
Perihal : Izin Pengambiian Data di
Palembang
Sehubungan dengan tugas pengambilan Data awal / penyusunan Psogosa! Penelitian / Skrip%i

pus Paiembang, dengan ini

“'Miahasiswa Program Stodi Hmu Administrasi Negara FISIP 'J,g
diberitahukan kepada saudara bahwa Mahasiswa:

No. Nama Nilv Tempat Praktek Judul Skripsi
1. | Muhammad Fagih | 07011381520150 | Badan Implementast Kebijakan
Fathurrahman Kepegawaian Pengaliahan PNS Fungsional
Daerah Provinsi Gury -ima Tenaga
Sumatera Selatan Kependidikan dari Pemerintah

Kabupaten/ Kota Ke
Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan

Untuk melakukan pengambilan data secara langsung,

Liama Pengambilan Data: 20 Maret 2019 s.d. 20 Juli 2019

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak tidak berkeberatan untuk memberikan izin kepada
mahasiswa yang bersangkutan, sehingga memperoleh ﬁx&ﬁ“ f,n—*serg ref;j clasa
lainnya dari instansi yang berada dalam wilayah kerja Bap
penyusunan Proposal Penelitian Skripsi.

Semua bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata untuk perkembangan ilmu
pengetahuan dan tidak akan dipublikasikan kepada pihak ketiga.

Adtas-bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

P ai 55 o :‘%i;m,. MLSi
*‘L 3;;%@* 5966{512?1990831%4

Tembusan :

Dekan FISIP UNSRI (sebagai laporan)
Kepala Bagian Tata Usaha FISIP UNSRI
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negarai FISIP UNSRI
Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pengajaran FISIP UNSRI
Arsip

e



Nomor

Sifat
Lampiran
Perihal

Tembusan :

Dekan FISIP UNSRI (sebagai laporan)

Kepala Bagian Tata Usaha FISIP UNSRI

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negarai FISIP UNSRI
Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pengajaran FISIP UNSRI
Arsip
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL. Raya Palembang — Prabumulih, KM .32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 Kode Pos 30662

Hyre

: 070/UN9.1.8.1/PP/2019

: Izin Pengambilan Data

Palembang, 12 Februari 2019
Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan .~
Provinsi Sumatera ! DIDIKAN | SUMSEL |
di " DINAS PENDIDIKAN PROV. SUNSER]
vvx'aleml%ziﬁﬁg? IMA TGL] Sﬂ.ﬂ%’j‘gﬂg
-

L KODE T
Sehubungan dengan tugas pengambilan Data awal / penyusunan “Proposal Penelitian / Skripsi
Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNSRI Kampus Palembang, dengan ini

diberitahukan kepada saudara bahwa Mahasiswa:

No. Nama NIM

Tempat Praktek

Judul Skripsi

1. | Muhammad Faqih 07011381520078
Fathurahman

Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera
Selatan

Implementasi Kebijakan
Pengalihan Pengelolaan
SMA/SMK Ke Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan

Untuk melakukan pengambilan data secara langsung.

Lama Pengambilan Data : 12 Februari

2019 sd.

12 Mei 2019

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak tidak berkeberatan untuk memberikan izin kepada
mahasiswa yang bersangkutan, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan
lainnya dari instansi yang berada dalam wilayah kerja Bapak. Untuk kemudian digunakan dalam

penyusunan Proposal Penelitian Skripsi.

Semua bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata untuk perkembangan ilmu
pengetahuan dan tidak akan dipublikasikan kepada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

gty An Dekan,

% ‘Wakil Dekan I,

11 Prof. Dr. Alfitri, M.Si

AL

fig

' NIP. 196601221990031004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Kapten P. Tendean No. 06 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 311050, 356094 Faksimile : (0711) 356094 Kode Pos. 30126
website : www.bkd.sumselprov.go.id

Palembang,@ April 2019

Kepada Yth.
Nomor  :800/ 95?*/BKD.Sek'/2019 Bapak Kepala Badan Kesatuan
Sifat : Biasa Bangsa dan Politik Provinsi
Lampiran :- Sumatera Selatan
Hal : 1zin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa di
a.n. MUHAMMAD FAQIH FATHURRAHMAN Palembang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 070/800/1V/Ban.KBP/2019 tanggal
18 Apri 2019 Hal 1zin Rekomendasi Penelitian/Survei, bersama ini disampaikan bahwa
pada prinsipnya kami dapat menerima Saudara MUHAMMAD FAQIH FATHURRAHMAN

untuk melakukan penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan

terima kasih.

DAN KEPEGAWAIAN DAERAH
51'SUMATERA SELATAN,

]

NORAELISYA, S.H.,M.M.
jlgr:rf;j;j‘ﬁf'efm‘b'ina Tingkat |

“'NIP 19630411 199003 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).

2. Dekan llmu Administrasi Negara Fisip Unsri Kampus Palembang.
3. Mahasiswa yang bersangkutan
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KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FARKUITAS 1E.MU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KAMPUS PAILEMBANG
JL. Srijaya Negara Kampus UNSRI Bukit Besar Palembang Telp.364491 Fax (0711) 364491

sl

il

Swan
Xan

KEPUTUSAN
DERAN FAXULTAS MU S DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor 559/UNG 1 8/PP2019
Teniang
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
SIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

CAKL 2 ¢
SARULTAS LML 305

ERAN FAKULTAS (MU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

a 8"hwa setiap mahasiswa Jurusan limu Administrasi Negara Fakultas limu Sosial dan limu Politik Universitas
riwijaya ynm eka menyelesaikan studinya ulwajlbkan untuk menyusun Skripsi.

E, cglatan penyusunan skripsi me. asiswa tersebut periu ditetapkan dosen pembimbing skripsi yang

ing duu menqarahkan penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu dan/atau pokok

iabwa untul kepentingan butir @ dan b diatas perlu ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Dekan Fakultas limu
sial azp iy Politk Universitas Sriwijaya sebpagai landasan hukumnya.

6

Undarg-tUndarg Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Pemeriniah Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya.
Peraturan Pemerintah Nomer 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
Keputusan Menter Pendicikan Nasional Nornbr : 033/0/2000 tentang Pendirian Fakultas lImu Sosial dan limu
Folitik pada Universitas Sriwijaya.
Kepugusa Menterl Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan
Jan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa .
n Rektor Universitas Sriwijaya Tanggal 9 Mei 2001 Nomor. 1993/PT11.1.1/C6.#/2001 tentang
kutum Jurusan Administrasi Negara FISIP Unsti.
n Keuangan No. 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya sebagai instansi
engelolahan Keuangan Badan Layanan Umum

1 Rektor Universitas Sriwijaya No. 0896/UN9/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas I'mu
JImu Pelitik Universitas \,.lvvijaya Masa Tugas 2017-2021.

MEMUTUSKAN

DOSEN CEMBIMBING SKRIPSIFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
e, }Lfin)'\ nama-nama benkut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan
| 1tuk kediatan vang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan pada

4NCAC
vv/.&(g

oW N

(63}

o~

3
o

r .ﬂ ASIS\« A/ Nl\/l DOSEN PEMBIMBING

. 1. Dr. ARDIYAN SAPTAWAN, M.Si
2. Drs. MARDIANTO, M.Si

q a bxcya yang tm‘* i akxbat surat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran Dana DIPA BLU Fakultas limu
tal dan limu Politik Universitas Sriwijaya tahun Anggaran 2018.

..uw.'_ ‘\emusnn ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah
der diperbaiki kembal! sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

’)Ul([ TS ="

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 1 Juni 2019
An. Dekan,

Wakil Dekan |,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 19660122 199003 1004




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

D Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
' . Telepon (0711) 580572, Faksimile (0711) 580572
) SURAT TUGAS

Nomor : 093 /UN9.1.8/PP.07.02.01/AN/2019

Dekan Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, dengan ini menunjuk saudara :

1. Nama : Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP 219651117 199003 1004
Jabatan/Golongan : Lektor Kepala/IV.a
Sebagai , : Pembimbing |

2. Nama : Drs. Mardianto, M.Si
NIP : 19621125 198912 1001
Jabatan/Golongan : Lektor Kepala/ IV.a
Sebagai : Pembimbing [I

Kepada saudara-saudara tersebut diatas ditugaskan untuk membimbing Seminar Usulan Skripsi Mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD FAGIH FATHURRAHMAN
NIM - 07011381520150
Konsentrasi : Kebijakan Publik

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, 07 Februari 2019

Ketua Jurusan [Imu Administrasi Negara,

oy

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1002

DIBUAT RANGKAP 3 (TIGA)
1. Dosen Pembimbing |

2. Dosen Pembimbing I!

3. Mahasiswa Ybs.

4. Arsip

1:SP SKRIPSI/ SURAT TUGAS PEMBIMBIN.. 5Gj 18/19 [REVISI)




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS [LMU SOSIAL DAN [LMU POLITIK
KAMPUS PALEMBANG
JL. Srijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp. 364491 Fax (0711) 364491

LEMBAR REVISI SEMINAR USULAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Faqth Fathurrahman
NIM - 07011381520150

Jurusan - llmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik

Dosen Pembimbing I : Dra. Martina, M.S1

Judul . Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil
Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Pemerintah
Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Jadwal Seminar Usulan Skripsi : Jumat, 15 Maret 2019

No. Revisi Keterangan
1. | Latar Belakang Diperjelas Sudah Diperbaiki
2. | Perjelas Fokus Penelitian Sudah Diperbaiki
3. | Perjelas Key Informan Sudah Diperbaiki
4. | Perbaiki Cara Penulisan Sudah Diperbaiki

Palembang, Juli 2019
Dosen Penguji 1T

~~ Dfa. Martina, M Si AR
NIP. 196603051993022001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

T KAMPUS PALEMBANG

JIL Srijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Teip. 364491 Fax (0711) 364491

LEMBAR REVISI SEMINAR USULAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Faqih Fathurrahman

NIM :07011381520150

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Kebijakan Publik

Dosen Pembimbing I : Dr. Lili Erina, M.S1

Judul : Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil

Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Pemerintah
Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Jadwal Seminar Usulan Skripsi : Jumat, 29 Maret 2019

No. Revisi Keterangan a
1. | Perbaiki Key Informan Sudah Dipe;r’b(aiki
2. | Perbaiki Definisi Konsep Sudah Diperbaiki
3. | Perbaiki Cara Penulisan Sudah Diperbaiki
4. | Sumber Kutipan Masukan ke Daftar Pustaka Sudah Diperbaiki
5. | Perbaiki Daftar Isi Sudah Diperbaiki
6. | Perbaiki Kerangka Pemikiran Sudah Diperbaiki I

Palembang, April 2019

Dosen Penguji I

S

Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN

)
gk 2 PENDIDIKAN TINGGI
\?% ) UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(e FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
oA KAMPUS PALEMBANG

JI. Srijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp. 364491 Fax (0711) 364491

LEMBAR REVISI SEMINAR USULAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fagqih Fathurrahman

NIM - 07011381520150

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Kebijakan Publik

Dosen Pembimbing II : Drs. Mardianto, M.Si

Judul : Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil

Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Pemerintah
Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Jadwal Seminar Usulan Skripsi : Jumat, 29 Maret 2019

No. Revisi Keterangan

1. | Revisi Sesuai Ujian Seminar Sudah Diperbaiki

Palembang,  April 2019

Dosen Pembimbing II

s

Drs. Mardianto, M.Si1
NIP. 196211251989112001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Srijaya Negara Kampus UNSRI Bukit Besar Palembang. Telp.364491

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Faqih Fathurrahman

NIM : 07011381520150

Konsentrasi : Kebijakan Publik

Dosen Pembimbing I : Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si

Judul : Implementasi Kebijakan Pengalihan Pengelolaan

Pegawai Negeri Sipil Fungsionaf Guru dan Tenaga
Kependidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Tanda

No. Tanggal Keterangan
Tangan

e Bt e g
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s
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Mengetahui,

Ketua Jurusan

Zailani Surya Marpaung S,.SOS.,MPA
NIP. 198108272009121002




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Srijaya Negara Kampus UNSRI Bukit Besar Palembang. Telp.364491

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Faqih Fathurrahman

NIM : 07011381520150

Konsentrasi : Kebijakan Publik

Dosen Pembimbing II  : Drs. Mardianto, M.Si

Judul : Implementasi Kebijakan Pengalihan Pengelolaan

Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Tenaga
Kependidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Tanda

No. Tanggal Keterangan
Tangan

/. /%gr /'—Q«' L /’V*ZLL/L% K

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Zailani Surya Marpaung S,SOS.MPA
NIP. 198108272009121002




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS PALEMBANG
JI. Srijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp. 364491 Fax (0711) 364491

LEMEAR REVISI SKRIPSI
Nama : Muhammad Faqih Fathurrahman
NIM :07011381520150
Jurusan : [lmu Administrasi Publik
Konsentrasi . Kebijakan Publik

Dosen Pembimbing I : Dr. Ardiyan Saptawan, M.S1

Judul . Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil
Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kabupaten/Kota ke
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Jadwal Ujian Komprehensif : Kamis, 11 Juli 2019

No. Revisi Keterangan
1. | Tabel dan Gambar Diketik Ulang Sudah Diperbaiki
2. | Setiap Hasil Wawancara Dikaitkan dengan Data Sudah Diperbaiki
3. | Kesimpulan M'e’nggunakan Teori yang Dipakai Sudah Diperbaiki
yaitu Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Palembang, Juli 2019
Dosen Pembimbing I

&
 p—

—

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS PALEMBANG
J1. Srijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp. 364491 Fax (0711) 364491

LEMBAR REVISI SKRIPSI
Nama : Muhammad Faqih Fathurrahman
NIM :07011381520150
Jurusan : [lmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Dosen Pembimbing I1: Drs. Mardianto, M.Si
Judul . Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeni Sipil

Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kabupaten/Kota ke
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Jadwal Ujian Komprehensif : Kamis, 11 Juli 2019

No. Revisi Keterangan
1. | Perbaiki Sesuai Penguji Skripsi Sudah Diperbaiki
X

Palembang, Juli 2019
Dosen Pembimbing II

p%

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989112001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS PALEMBANG
J1. Srijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp. 364491 Fax (0711) 364491

LEMBAR REVISI SKRIPSI
Nama : Muhammad Faqih Fathurrahman
NIM :07011381520150
Jurusan : [lmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Dosen Penguji I : Dr. Nurmah Semil, M.Si1
Judul : Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil

Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kabupaten/Kota ke
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Jadwal Ujian Komprehensif : Kamis, 11 Juli 2019

No. Revisi Keterangan
1. | Perbaiki Penulisan Hasil Wawancara Sudah Diperbaiki
2. | Cek Tulisan yang ber-spasi 2 Sudah Diperbaiki
3. | Analisis Hubungan di Hasil Wawancara Sudah Diperbaiki
4. | Kesimpulan Sinkronkan dengan Fokus Penelitian Sudah Diperbaiki 4
5. | Gambar Dokumen Diperjelas Sudah Diperbaiki

Palembang, Juli 2019
Dosen Penguji I

ﬁa&

Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS PALEMBANG

JL. Srijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp. 364491 Fax (0711) 364491

LEMBAR REVISI SKRIPSI
Nama : Muhammad Faqih Fathurrahman
NIM :07011381520150
Jurusan : [lmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik

Dosen Penguji 11

Judul

Jadwal Ujian Komprehensif : Kamis, 11 Juli 2019

: Zailani Surya Marpaung, S.Sos,. MPA

: Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil
Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kabupaten/Kota ke
Pemerintah Provinsi Sumatera Sclatan

No. Revisi Keterangan
1. | Cek dan Perbaiki Penulisan Sudah Diperbaiki
2. | ITasil Sumber Daya Sebagai Pendukung Sudah Diperbaiki
3. | Analisis Faktor Sosial, Ekonomi dan Politik Dibuat Sudah Diperbaiki
Perspektif Implementor dan Objek Kebijakan
4. | Ceritakan Bagaimana Pengalihannya Sudah Diperbaiki
5. | Kesimpulan Sumber Daya Hasil Sudah Diperbaiki
6. | Masukkan Kualifikasi SDM BKD Sudah Diperbaiki
7. | Masukkan Data Aset yang Dialihkan Sudah Diperbailéi ;

Palembang, Juli 2019
Dosen Penguji I

Zailani Surya Marpaung, S.Sos,. MPA
NIP. 198108272009121002



PRESIDEN
REPLUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan
tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur
dalam Undang-Undang;

bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran
serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Lligiid LidJaaxs 2EAT

o

c. bahwa  efisiensi dan efektivitas  penyelenggaraan
pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih
memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah
Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan
keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan
persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan

pemerintahan negara;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan  Daerah  tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu
13 3«
diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPLIBLIK INODONESIA

-2-

Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasak 17 ayat (1) dan
ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D
avat {2, dan Pasal 23E ayat {2} Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

o) ITEN REPIIRIIV INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sehagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Dewan . . .
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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Oktober 2015

Kepada
Yth. 1. Sdr.Gubernur; dan
2. Sdr.Bupati/Walikota.

di-
SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 120/5935/8J

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGALIHAN URUSAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Menegaskan kembali Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ
Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah
ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
diminta perhatian Saudara agar segera melakukan percepatan pengalihan urusan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
dengan rmemperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota segera berkoordinasi untuk menyelesaikan
secara seksama inventarisasi personel, sarana dan prasarana, pendanaan, dan
dokumen sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat
tanggal 31 Maret 2016. Untuk serah terima berita acara personel, sarana dan
prasarana dan dokumen, paling lambat tanggal 2 Oktober 2016 sedangkan terkait
serah terima berita acara pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

2. Untuk menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan yang terjadi
peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak
diperkenankan untuk melakukan mutasilperpindahan personel yang beralih
urusannya di internal Provinsi dan kabupaten/kota, dan pengalihan barang milik

daerah baik antar pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sebelum
adanya penyerahan barang milik daerah.

3. Terkait pendanaan, antara lain: gaji dan tunjangan, biaya operasional kantor dan
biaya perawatan, agar disiapkan alokasi anggaran untuk urusan pemerintahan yang
terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah paling lambat
tanggal 31 Desember 2016.




Tembusan disampaikan kepada Yth_
1.
2.
3.

©®~ oo

B

Terkait dokumen, guna menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan
yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
agar segera dilakukan inventarisasi dan di catat dalam lampiran Berita Acara serah
terima.

Khusus terkait dengan pengalihan urusan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota ke
pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam SE Mendagri Nomor 120/253/S]
tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah
Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
agar Saudara segera melakukan koordinasi dengan Menteri/Kepala LPNK terkait.

Untuk mempermudah dalam proses pengalihan urusan, telah disiapkan format berita
acara serah terima P3D beserta daftar personel yang diserahkan, daftar sarana dan
prasarana yang diserahkan, dan daftar dokumen yang diserahkan sebagaimana
terlampir, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Untuk
pengaturan administrasi dan proses serah terima P2D mengikuti peraturan

perundang-undangan.

Bagi urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan
pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah namun belum diatur dalam SE Mendagri Nomor 120/253/S]
Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah
Ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
agar segera melakukan serah terima P3D.

Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 7 diatas, pemerintah daerah segera
berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan melaporkan hasil
pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat
Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada kesempatan pertama.

Menteri Dalam Negeri bersama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
akan segera melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengalihan urusan
dimaksud, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar segera dilaksanakan.

SRERRR | DALAM NEGERI
s INDONESIA,

Bapak Presiden Republik Indonesia;

Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik
Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia;

Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Kepala Arsip Nasional.

Para Ketua DPRD Provinsi:dan

Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota.




LAMPIRAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR © 120/5935/SJ

TANGGAL : 16 Oktober 2015

TENTANG : PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGALIHAN URUSAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH.

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERSONEL, SARANA DAN PRASARANA
DAN DOKUMEN PROVINSI /KAB/KOTA ...

DARI PEMERINTAH PROVINSI /KAB/ KOTA ...
KEPADA KEMENTERIAN / LPNK / PROVINSI ...

NOMOR _ ...
NOMOR : ...

Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., bertempat di Kantor Gubernur/BupatiiWalikota ...
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
Jabatan : GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi/Kab/Kota ... selaku yang

menyerahkan, selanjutnya disebut PiIHAK KESATU.

2. Nama
Jabatan : MENTERI/KEPALA LPNK/WALIKOTA
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi/Kab/Kota ... selaku yang

menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan serah terima Personel, Sarana
dan Prasarana dan Dokumen ... Provinsi/Kabupaten/Kota ..., dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

(1) PIHAK KESATU menyerahkan Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen ...
Provinsi/Kabupaten/Kota ..., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Serah
Terima ini kepada PIHAK KEDUA sesuai peruntukannya menjadi perangkat Pemerintah,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen yang diserahkan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran |, Lampiran Ii, dan Lampiran lil merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Berita Acara ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk
didayagunakan seoptimal mungkin bagi kepentingan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.




Pasal 3

(1) Dalam ha! penyerahan personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 khusus penetapan
Keputusan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil pada Provinsi ... diberlakukan terhitung mulai
tanggal ... bulan ... tahun ...

(2) Berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang belanja pegawai yang
terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya serta
pembiayaan operasional Provinsi ... masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi ...
sampai tanggal ... bulan ... tahun ...

(3) Seluruh pembiayaan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen Provinsi ...
mulai tanggal ... bulan ... tahun ... dan seterusnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Pemerintah.

Pasal 4

Bilamana terdapat daftar inventaris atau materi yang tercantum dalam Lampiran |, Lampiran I,
dan Lampiran Il dari Berita Acara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yang
belum/tidak lengkap dan/atau terdapat kekeliruan, PIHAK KEDUA dapat mengajukan kepada
PIHAK KESATU, untuk dilakukan klarifikasi dan perbaikan.

Pasal 5

Klarifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan perubahan
setelah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan instansi terkait, yang hasilnya dituangkan
dalam Berita Acara Khusus Perubahan Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Berita Acara ini.

Pasal 6

PIHAK KEDUA selanjutnya atas nama Pemerintah menyerahkan personel, sarana dan prasarana
dan dokumen Provinsi ... kepada Menteri ... untuk menjadi Perangkat Kementerian ... yang

dilaksanakan secara resmi dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7
Dalam hal ketentuan Pasal 6 telah dilaksanakan, namun serah terima PIHAK KEDUA kepada
Kementerian ... belum terlaksana sebagian atau seluruhnya, maka PIHAK KEDUA

bertanggungjawab terhadap hal-hal yang sudah diserahkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.
Pasal 8

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 8 (Delapan) masing-masing disampaikan
kepada PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Menteri ..., Menteri Keuangan, Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara,
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,
MENTERI/KEPALA LPNK / GUBERNUR , GUBERNUR/ BUPATI WALIKOTA...,
Saksi-Saksi
KETUA DPRD KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
PROVINSI /KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA ..., PROVINSI / KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN/KOTA...,
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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PELAKSANAAN PENGALIHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA
YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 JANUARI 2016



S
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN PENGALIHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan
pendidikan menengah yang semula menjadi urusan
pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi
urusan pemerintah daerah provinsi;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan wurusan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional
guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan

menengah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;



Mengingat

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang
Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional
Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri

Sipil Daerah Provinsi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang
Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);



Menetapkan

-3-

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1242);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang
dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru dan

Tenaga Kependidikan adalah:

a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan
fungsional Guru pada satuan pendidikan
menengah; dan

b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan
tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
menengah, yang terdiri atas:

1) Pengawas Sekolah;
2) Kepala Sekolah;

3) Pengelola Laboratorium/Bengkel;



(1)

(4)

(6)

4) Pranata Laboratorium Pendidikan;
5) Pengelola Perpustakaan;
6) Pustakawan; dan
7) Pejabat Pengawas dan Pelaksana.
Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah

Provinsi.

BAB II
PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang
Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga
Kependidikan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil
Daerah Provinsi.
Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada satuan
pendidikan menengah.
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional
Guru yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tetap menduduki jabatan fungsional Guru.
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Tenaga
Kependidikan yang telah dialihkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki jabatan
Tenaga Kependidikan.
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengawas
Sekolah, Kepala Sekolah, dan jabatan Pengawas (setara
jabatan eselon IV) yang telah dialihkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki jabatan
Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan jabatan
Pengawas (setara jabatan eselon IV).
Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1
Oktober 2016.



(7)

(1)

(2)

(3)
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Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk bulan
Oktober, November, dan Desember 2016 tetap
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III
TATA CARA PENGALIHAN

Pasal 3

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan
daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki
Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan
yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah
Provinsi kepada Pejabat yang Berwenang.

Pejabat yang Berwenang berdasarkan daftar nominatif
yang disampaikan oleh masing-masing Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyampaikan seluruh daftar nominatif Pegawai Negeri
Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan
Tenaga Kependidikan di lingkungannya kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara.

Daftar Nominatif yang disampaikan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berisi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga
Kependidikan yang telah diperiksa kebenaran dan

keabsahannya oleh Pejabat yang Berwenang.



(1)

(2)

(3)

(4)

-6 -

Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditembuskan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dibuat menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara ini.

Pasal 4
Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara menetapkan
keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional
Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri
Sipil Daerah Provinsi.
Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul
dari Pejabat yang Berwenang.
Dalam menetapkan keputusan pengalihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian
Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada
pejabat lain yang ditunjuk.
Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini, dan tembusannya antara lain disampaikan
kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri

Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.



Pasal 5
(1) Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang
untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota.
(2) Bupati/Walikota menyampaikan keputusan pengalihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai

Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 6
Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri
Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan
Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai
Negeri Sipil Daerah Provinsi, dapat dibentuk Tim Pelaksana
Pengalihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

Pasal 7
Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian
Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang telah
dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, yang
dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 8
Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini, juga berlaku bagi Calon Pegawai

Negeri Sipil.



Pasal 9
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai

berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 127

Salinan sesuai dengan aslinya

YWAIAN NEGARA

dang-undangan,



LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
YANG AKAN DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

TEMPAT PANGKAT UNIT NOMOR REGISTRASI
JENIS JABATAN TERAKHIR PENDIDIKAN GURU/NOMOR UNIK
NO. NAMA NIP T‘ALIZEI?;‘L KELAMIN | TERAKHIR [ GOL. | .- | TERAKHIR OR?J‘QI;IAIEASI PENDIDIK DAN TENAGA
RUANG | ™M KEPENDIDIKAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/
Sekretaris Daerah Provinsi,*)
NP ot e
rl[‘)(?mllzusan:J deral Pendidik G d T i KEPALA
ire tu.r ' endera e'zn idi ag . uru an enaga B\gan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. B AN NEGARA

dang-undangan,
Ket: *) pilih salah satu g ttd.

-~ BIMA HARIA WIBISANA
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

LAMPIRAN I
NOMOR KODE
URUT LAJ Ulé URAIAN

1 2 3

1 1 Cukup Jelas.

2 2 Tulislah nama yang lengkap dan benar sesuai
dengan SK Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri
Sipil yang akan dialihkan.

3 3 Tulislah Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan dengan benar.

4 4 Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan
benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.

5 S Tulislah jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan, jika Pria tulislah “P”, jika Wanita
tulislah “W”.

6 6 Tulislah jabatan terakhir dari Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan sesuai dengan SK jabatan
terakhir, misalnya:

- Guru Pertama
- dan sebagainya

7 7 dan 8 | Tulislah pangkat/golongan ruang terakhir Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan dan tulislah tanggal,
bulan, dan tahun mulai berlakunya.

8 9 Tulislah pendidikan terakhir Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan.

Misalnya SLTA, DIII, S1 dan sebagainya secara benar
sesuai dengan pendidikan terakhir yang diakui oleh
instansi.

9 10 Tulislah unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan pada saat dialihkan, misalnya Biro
Kepegawaian.

10 11 Tulislah nomor registrasi guru/nomor unik pendidik
dan tenaga kependidikan.

11 *) Coret yang tidak diperlukan.

12

**)

Tembusan disampaikan apabila daftar nominatif
dibuat oleh Pejabat yang Berwenang.




Menimbang

Mengingat

Memperhatikan :

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN
FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

b

NOMOR ....... TAHUN .......

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan
pendidikan menengah ditentukan menjadi urusan daerah
provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil
Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan guru dan
tenaga kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah
Provinsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara,

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil
Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional
Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil
Daerah Provinsi;

. Surat Sekretaris Daerah Nomor ......... tanggal ......... perihal

usul pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota
yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga
kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

Nama

NIP

Tempat, tanggal lahir
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

oA LN

. Unit Organisasi :
Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai
Negeri Sipil Daerah Provinsi.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian ini, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian ini disampaikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Bupati/Walikota yang bersangkutan,;
4. Gubernur yang bersangkutan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .............coeenenns

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
/KEPALA KANTOR REGIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAY),

.............................................

Ket: *) pilih salah satu
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA




LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA
YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA
NO. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NAMA NIP TANGGAL | PENDIDIKAN PANGKAT/ WILAYAH
LAHIR TERAKHIR | GOL.RUANG/TMT PEMBAYARAN
NOMOR TANGGAL
1 2 3 4 S 6 7 8 9
KEPALA

Ket: *) pilih salah satu

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK ¥)

.................................................

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA






Badan Kepegawaian Daerah i 'rovinsi Sumatera Selatan
= R A T S S R

Mutasi staf/alih tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan pada tahun 2016 sebagai berikut -

a. Mutasi Jabatan

A. Mutasi Jabatan Struktural:

ESSELON |
Ne HHSSA r il m | v
! | Pemberhentian dalam Jabatan | 12| 25 179
| 2. | Pengangkatan dalam Jabatan | 438 385 1.038
TOTAL |60 410 | 1217

b. Mutasi Jabatan Fungsional:
-Pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu sebanyak 25
petikan SK.
- Kenaikan Jabatan Fungsional sebanyak 1 petikan SK.
Pemindahan Tempat Tugas Jabatan Fungsional sebanyak 3
petikan SK.

- Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional sebanyak 17 petikan SK.

¢. Mutasi/alih tugas/pindah
Telah dilaksanakan Mutasi/alih tugas/pindah PNS sebanyak 1.326

orang, dengan rincian sebagai berikut -

o |

o o JUMLAE
- JQNIS MUTASI (ORG)

r a. Pindah antar Kab/Kota dalam Provinsi Sumsel | , 745 1
| . b. Pindah antar unit kerja dalam Provinsi Sumsel | 65 7 4
e P:ndah dari Kab/Kota/Provinsi ke luar (lolos butuh) | 195 |
d .. Pindah dari Provinsi Sumsel k }\e K ab/Kota | 45 ]
L S5O e PP
)ﬁ - ¢. Pindah dari Kab/Kota ke sz vinsi 59275}__,‘,,_4!\, ]
| | 1). Pindah atas permintaan sm_dﬁmi 7777777 'T 62 JI
]? , 7 Pindah karena Undang-undang No 23 Tahun l’
200 I R
*’L fh - -Guru d&n Tenaga hﬁpum.dz&m L9435 |




Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

HL

PE

-
F:‘Qj

- Bidang Pengawas Ketenagakerjaan 61

- Bidang Kehutanan 467

- Bidang Perhubunoan 30
18

- Bxdang ESDM

T

1, Masuk Provm51 Sumse}

fr Pindah dari ]uar Provinsi ke Provmsx Sumsel

h Keluar rovms: Su

, Masuk P0v1n51 Sumsel

} Keluar provms: Sumsel

| a. Pensiun memasukl BUP Gol IV/c keatas
 b. Pensiun memasuki BUP Gol 1V/c kebawah 369
c. Pensiun Atas Permintaan Sendiri 35
_| d. Pensiun Janda/Duda 23
| JUMLAH 11.667 |

CAPATAN SASARAN KINERJA (Pencapaian Outcome)

Indikator kinerja yang digunakan dalam pen ukuran capaian hasil,
Jja yang dig p P

sasaran serta realisasi pelaksanaan berdasarkan RENSTRA Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 — 2018 :

|
|
!
|
E
|
|
5
|
?

Sasaran
_Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan I7’}“3rget
2016

2016

Reahsasx

| Capaian !

|

Meningkatnya
Pelavanan
epegawalan
‘ang cepat,

tepat dar
berkua}iws

K

(ﬁ

Y%
=4

Persentase
layanan
pegawai yang
telah
menggunakan
Web

%

77

50

|
i
|

65

Persentase
pelayanan
administrasi
kepegawaian
yang
dilaksanakan
sesuai SOP

| Nilai hasil
survey
kepuasan

pegawai

R
i O
! o

f’
I
1
;
|
|
t'
|

o
L)
has

Laporen Akuntabititas Kinerja In:

tansi Pemerinials Tohun 2016

-
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